
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
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Juknis. Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 37 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 82 TAHUN 

2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS 

BIDANG KESEHATAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG 

SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) 

huruf b dan ayat (7) huruf f Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2016, Pasal 59 Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d dan 

huruf e, serta Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 

137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 

Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana 

Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun 

Anggaran 2016;  

  b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 

2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana 
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Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun 

Anggaran 2016 perlu disesuaikan dengan perkembangan 

dan kebutuhan hukum; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana 

Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun 

Anggaran 2016; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem    

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5767); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 288); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);  

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 82 TAHUN 

2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA 

ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN, SERTA SARANA 

DAN PRASARANA PENUNJANG SUBBIDANG SARPRAS 

KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

Pasal I 

Ketentuan Lampiran huruf C Bab IV Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta 

Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras 

Kesehatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 8), diubah sehingga Lampiran 

huruf C Bab IV berbunyi sebagai berikut:   

 

C. AKREDITASI RUMAH SAKIT  

Akreditas rumah sakit meliputi kegiatan: 

1. Workshop persiapan akreditasi rumah sakit: 

a. Workshop persiapan akreditasi terkait Pencegahan 

dan Pengendalian Infeksi (PPI). 

Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

pimpinan rumah sakit dan para staf terhadap 

pengendalian dan pencegahan infeksi dan Bab 

Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI) pada 

standar akreditasi rumah sakit nasional. 

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di 

rumah sakit umum daerah yang akan 

melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini 

melibatkan organisasi profesi terkait 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), 

Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan 

provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota 

setempat serta rumah sakit umum daerah 

terkait. 
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b. Workshop peningkatan kemampuan dalam 

melakukan bantuan hidup dasar sebagai 

persyaratan akreditasi rumah sakit. 

Kegiatan ini bertujuan melatih pimpinan 

dan staf rumah sakit agar paham dan mampu 

melaksanakan bantuan hidup dasar pada 

pasien dalam situasi gawat darurat di rumah 

sakit.  

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di 

rumah sakit umum daerah yang akan 

melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini 

melibatkan organisasi profesi, Kementerian 

Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas 

kesehatan kabupaten/kota setempat serta 

rumah sakit umum daerah terkait. 

c. Workshop persiapan akreditasi terkait sasaran 

Standar Keselamatan Pasien (SKP) 

 Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah 

sakit dan para staf terkait sasaran Standar 

Keselamatan Pasien (SKP) di rumah sakit.   

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di 

rumah sakit umum daerah yang akan 

melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini 

melibatkan organisasi profesi, Kementerian 

Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas 

kesehatan kabupaten/kota setempat serta 

rumah sakit umum daerah terkait. 

d. Workshop persiapan akreditasi terkait standar 

Manajemen Pengelolaan Obat (MPO) 

 Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah 

sakit dan para staf terkait Bab Manajemen dan 

Penggunaan Obat (MPO) pada standar 

akreditasi rumah sakit nasional. 

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di 

rumah sakit umum daerah yang akan 
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